WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR {2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum,
sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Kenangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118j;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355]);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintahh Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};

lHalaman 2 dari 9@ him....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 62);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199};

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional,

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor
1/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017
Nomor 1/A} diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian
dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf d.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdini atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun;
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(3)

(4)

(5)

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua)
pasang dalam 5 (lima) tahun,;

d. pakaian dinas harian lengan panjang
disediakan 1 {satu} pasang dalam 1 (satu)
tahun; dan

e. pakaian yang  |Dbercirikan khas daerah
disediakan 1 (satu} pasang dalam 1 (satu)
tahun.

Atribut sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

terdin atas:

a. lencana DPRD berbahan emas dan kuningan,;

b. tutup kepala berupa peci atau kain kerudung;

c. papan nama dada; dan

d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) disediakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mempertimbangkan prinsip
efisien, efektif, dan kepatutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan

harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 17 di antara ayat (3) dan ayat (4),
disisipkan 3 (tiga) ayat vakni ayat (3a}, ayat (3b}, dan
ayat (3c), serta di antara ayat (4] dan ayat (5)
disisipkan 3 (tiga) ayat vakni ayat (4a), ayat {4b}, dan
ayat {4c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1)

{2)

Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas
bangunan dan lahan rumah negara sesuai
dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Besaran tunjangan transportasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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{3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan
telepon.

(3a) Penentuan standar satuan harga sewa rumah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh tim penilai independen paling cepat 2 (dua)
tahun sekali dengan ketentuan lokasi rumah di
pusat pemerintahan.

(3b) Tim penilai independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3a), dalam melakukan penilaian
standar satuan harga sewa rumah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3c) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan
prinsip berjenjang, yaitu:

a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah
negara Walikota;

b. Wakil Ketua DPRD 95% (sembilan puluh lima
perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua
DPRD; dan

c. Anggota DPRD 85% (delapan puluh lima
perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua
DPRD.

(4} Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
kendaraan yang  berlaku untuk standar
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan
dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(4a) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota
DPRD, sesuai dengan harga standar sewa
kendaraan yang berlaku di daerah.

(4b) Penentuan besaran tunjangen transportasi bagi
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4a) dilakukan oleh tim penilai independen sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{4c) Bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan
dinas, dengan ketentuan untuk Ketua DPRD
setara dengan kendaraan dinas Walikota dan
untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan
kendaraan dinas Wakil Walikota, sehingga
Pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan
transportasi.

{5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
boleh melebihi besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
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(6) Ketentuan lebth lanjut mengenai besaran

tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memernntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 MNowambe( 2020

WALIKOTA BATU,
v

i——-'"-_.
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 ™ovambe 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2020 NOMOR 1/
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR 147-12 {2010
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II.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR \} TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM

Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan
mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Secara yuridis, perlunya perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ini disebabkan munculnya
peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi baik yvang mencabut
dan mengganti dengan vang baru, maupun yang merubah sebagian
dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lama, terutama
yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maupun yang
mengatur DPRD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak
terjadi vertical conflict of norm, vakni pertentangan antara Peraturan
Daerah dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden maupun Peraturan Menteri. Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197) dan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan
dapat dilakukan dengan cara: perubahan norma yang terdapat dalam
pasal dan/atau ayat tertentu, penghapusan beberapa ketentuan,
dan/atau penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 12
Cukup Jelas
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Angka 2

Pasal 17

Angka 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Yang dimaksud dengan penentuan standar
satuan harga sewa rumah adalah penentuan
standar satuan harga sewa rumah untuk
pertama kali dilakukan oleh Tim Penilai
Independen paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ayat (3b)
Cukup jelas.

Ayat (3c¢)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (4a)
Yang dimaksud dengan sesuai dengan harga
standar sewa kendaraan yang berlaku di daerah
adalah harga standar sewa kendaraan yang
setara dengan jenis kendaraan dinas Sekretaris
Daerah.

Ayat (4Db)
Cukup jelas.

Ayat (4c)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Besaran tunjangan
perumahan dan tunjang transportasi dibayarkan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
besaran yang ditentukan berdasarkan hasil
penilaian tim penilai independen.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR
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